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BUPATI NGANJUK 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 

Menimbang: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NGANJUK, 

bahwa berkenaan dengan perubahan susunan 

perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dan terdapat 

perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 201 7 

maka dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, dengan Peraturan 

Bupati. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

• Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700). 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

8 . 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 20 lS (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indo:1esia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887). 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Pera.turan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

18 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam :'Jegeri Nomor 39 Tahun 2012; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

22 . Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 

04); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 

Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2014 Nomor 02); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk; 
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26. Peraturan Bupc:.ti Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 ten tang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di 

Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 

2014 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 

Nomor 15); 

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Keuangan Khusus Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2013 Nomor 23); 

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2016 Nomor 17). 

MEM UTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017. 

Pasall 

Mengubah yang Pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 pada Lampirannya 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 
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Pasal II 

Perubahan RKPD Tahun 2017 ini menjadi acuan bagi para 

Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun 

program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017. 

Pasal III 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di Nganjuk 
Pada tanggal 1 Nopember 2016 

Diundangkan di Nganjuk 
Pada tangga 7 Nopember 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

ttd 

Ir. AGOES SUBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

TAUFIQURRAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 27 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPAL M 

ELLY ERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 
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